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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat 

diselesaikan. Buku yang berjudul Politik Hukum Pidana Indonesia: 

Dekonstruksi, Reformasi, dan Arah Masa Depan ini merupakan hasil 

refleksi panjang atas perjalanan politik hukum pidana Indonesia, 

sekaligus respons atas tantangan besar yang muncul seiring 

transformasi sosial, disrupsi teknologi, dan globalisasi hukum pidana. 

Dalam menghadapi dinamika tersebut, menjadi semakin nyata bahwa 

paradigma lama tidak lagi memadai untuk memenuhi tuntutan 

keadilan substantif, rasionalitas sosial, dan perlindungan hak asasi 

manusia. 
 

Dorongan utama penulisan buku ini lahir dari kegelisahan 

intelektual atas ketidakselarasan antara ideal keadilan dengan 

kenyataan dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Fragmentasi 

regulasi, overkriminalisasi, ketidakadilan struktural, serta krisis 

kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum menuntut 

dekonstruksi mendalam terhadap paradigma lama. Diperlukan 

reformulasi konseptual dan strategis yang mampu merespons realitas 

kontemporer dengan lebih rasional, adaptif, dan berbasis nilai-nilai 

demokrasi dan kemanusiaan. 
 

Dalam proses studi dan perenungan akademik selama 

mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 

Padjadjaran, saya menemukan kebutuhan mendesak untuk 

membangun paradigma baru. Di sinilah lahir gagasan tentang 

Participatory Rational Justice (PRJ), sebuah pendekatan yang 

mengintegrasikan prinsip rasionalitas substantif, partisipasi aktif, 

efisiensi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh 

desain politik hukum pidana. Teori PRJ ini diharapkan menjadi 

sumbangan konseptual bagi pengembangan sistem hukum pidana 

yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. 
 

Buku ini disusun untuk menawarkan pendekatan baru dalam 

mereformasi politik hukum pidana nasional. Melalui integrasi teori 

hukum kontemporer, economic analysis of law, filsafat hukum, serta 

analisis kebijakan publik berbasis data empiris, buku ini berusaha 

 
iii 



 

 

merumuskan roadmap konkret menuju sistem hukum pidana 

Indonesia yang lebih manusiawi, adaptif, dan legitimate. 
 

Saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih 

yang mendalam kepada para Promotor saya, Dr. Lies Sulistiani, S.H., 

M.Hum., dan Dr. Neila Sumika Putri, S.H., M.Hum., atas segala 

bimbingan, dukungan, dan motivasi yang tak pernah putus selama 

proses pengembangan ide ini. Keduanya tidak hanya membimbing 

dalam jalur akademik formal, tetapi juga memberikan dorongan 

intelektual dan moral agar gagasan Participatory Rational Justice 

dapat berkembang menjadi karya akademik yang utuh dan dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan hukum 

pidana Indonesia. 
 

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada 

rekan-rekan akademisi, para mahasiswa, aktivis keadilan, pembuat 

kebijakan, dan seluruh komunitas intelektual yang telah memberikan 

inspirasi, kritik, dan ruang diskusi dalam perjalanan penyusunan 

buku ini. Setiap masukan, baik berupa perdebatan maupun 

dukungan, telah memperkaya perspektif yang dibangun dalam karya 

ini. 
 

Tak lupa, saya menyampaikan apresiasi kepada berbagai 

lembaga penelitian, organisasi internasional, dan komunitas hukum 

nasional yang menyediakan berbagai sumber referensi akademik 

terpercaya dan mutakhir. Fondasi ilmiah yang kokoh menjadi syarat 

mutlak dalam membangun argumen dan strategi reformasi hukum 

pidana yang ditawarkan buku ini. 
 

Saya sepenuhnya menyadari bahwa karya ini masih memiliki 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik konstruktif, saran, dan masukan 

dari para pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan lebih 

lanjut. Saya percaya bahwa reformasi hukum pidana adalah kerja 

kolektif, dan buku ini hanyalah satu batu bata kecil dalam bangunan 

besar perjuangan tersebut. 
 

Semoga buku ini dapat menjadi bagian dari upaya nyata 

membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, rasional, 

adaptif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Saya 

berharap, buku ini tidak hanya memperkaya khasanah pemikiran 

 

 

iv 



 

 

hukum, tetapi juga menginspirasi lahirnya gerakan transformasi nyata 

di lapangan. 
 

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, 

menginspirasi refleksi kritis, dan menjadi bagian dari perjalanan 

besar kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih 

berkeadilan, bermartabat, dan beradab di abad ke-21. Selamat 

membaca dan semoga bermanfaat. 

 

 

Sukabumi, April 2025 
 
 
 

Penulis 
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